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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menduduki posisi-yang sangat pentingandlaperadaban
manusia. Pendidikan adalah salah satu hak asasnaausia yang dilindungi dan
dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional maupinternasional
(Tarsidi:2007). Dalam cakupan internasional misajnyterdapat beberapa
instrumen internasional yang relevan dengan peaayatersebut, di antaranya
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun8l3onvensi PBB tentang
Hak Anak pada 1989, Deklarasi Dunia tentang Pekaldiuntuk Semua di
Jomtien pada 1990, dan Pernyataan Salamanca daangdker Aksi tentang
Pendidikan Kebutuhan Khusus pada 1994. Adapun dalakwupan nasional,
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 194Graikan hal tersebut.
Secara tersurat, pernyataan ini tertuang dalam rgntsdang Dasar 1945 pasal
31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 20QarigrSistem Pendidikan
Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 yang menyatakan hafwtiap warga negara
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendigi&ag bermutu.

Dunia—termasuk Indonesia tengah mengalami masaadanpendidikan
lebih diutamakan. Pemerintah Indonesia, sebagaohptelah mengeluarkan dana
20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar&@NAPSeiring dengan
kesadaran akan hak asasi atas pendidikan, berkegajuan dan perubahan

pandangan serta pengakuan terhadap eksistensi lsgtthak asasi manusia
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(human beiny juga turut meningkat sehingga berdampak terhamjadigma
dalam pendidikan yang selama dianut. Sistem sergtoda pendidikan
konvensional pun mulai banyak beralih kepada yehdplkontekstual.

Salah satu gebrakan lain dalam dunia pendidikakniyadanya sistem
pendidikan baru yang bersifat inklusif. Isu tentasigtem pendidikan inklusif
dalam dunia pendidikan telah berkembang lebih datu dasawarsa. Banyak
negara di dunia saat ini telah mengadopsi isu abkioklusif dan menjadikannya
sebagai bagian dari kebijakan pengembangan peadidikrutama dalam rangka
melihat respon dan relasi isu yang mengitari pekamdinklusif, baik di tingkat
siswa, guru, sekolah maupun orangtua. Sejak dipalkan melaluiSalamanca
Statemen{UNESCO0:1994) dan strategi globdhited Nationdalam pendidikan
untuk semua gducation for all, isu pendidikan inklusif terus menemukan
beragam bentuk dan pendekatan yang masing-masm@ranenemiliki alasan
tersendiri untuk mengimplementasikannya.

Sistem pendidikan yang selama ini dianut sebagiesarb sekolah di
Indonesia harus diakui masih bersifat eksklusif.mi2ina akses terhadap sekolah
dibedakan berdasarkan klasifikasi tetentu. Salaimga bagi siswa yang memiliki
keterbatasan atau sering disebut penyandang dligapinesti mencari sekolah
khusus yang disebut Sekolah Luar Biasa (SLB). Haldisebutkan Baedowi
(2009) sebagai sistemnaditional dualistic systenyang memisahkan anak-anak
normal dengan yang berkebutuhan khusus (terutamg geemiliki disabilitas)

dalam bersekolah.



Sapon-Shevin (O’Neil:1995) menyatakan bahwa pehkdidi inklusif
sebagai sistem layanan pendidikan yang memperkgaraigar semua anak
berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekaketlias reguler bersama-sama
teman seusianya. Pendidikan yang selama ini segresggerti adanya pemisahan
antara pendidikan umum dengan pendidikan luar pbiéesagan adanya pendidikan
inklusif menjadi berubah. Pendidikan menjadi sasuang bisa diakses oleh
siapapun dari kalangan manapun dalam sistem if@nDA&al ini, khususnya anak
berkebutuhan khusus yang menyandang disabilitag p@sanya hanya diterima
di SLB, mampu mendapatkan kesempatan yang sam& setara bersekolah
dengan anak-anak lainnya yang tidak berkebutuhasugh

Alasan-alasan utama di balik munculnya sistem ke inklusif ini
selain adanya sentimen tertentu pada penyandarapildess menyebabkan
struktur masyarakat yang timpang dan tidak cukuwada dalam menerima
keberagaman, juga ketersediaan SLB yang sedikif silit dijangkau bagi
masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota.

Tahun 2004 menjadi tahun penting dalam sejarah igiad inklusif
Indonesia. Adanya Deklarasi Indonesia Menuju Pekaind Inklusif yang
diselenggarakan di Kota Bandung telah mendorongeRetah Provinsi Jawa
Barat mengeluarkan instruksi pengimplementasiardigéaan inklusif melalui
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang menurgekolah-sekolah yang
diujicobakan menjadi sekolah inklusif. Hal ini daja dengan penetapan Jawa

Barat sebagailot projectpendidikan inklusif di Indonesia.



Sekolah-sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah afyacini merupakan
sekolah umum yang biasanya menerima siswa yang ti@@yandang disabilitas.
Dengan adanya kebijakan ini, sekolah-sekolah umensebut menghadapi
tantangan tersendiri dalam mengubah kehidupan aekgh. Bagaimana sebuah
sekolah umum diubah menjadi sekolah inklusif tepgumemerlukan banyak
adaptasi, khususnya yang peneliti soroti dalankadlisi fisik sekolah.

Namun, fenomena banyaknya sekolah mengubah siségmidikannya
menjadi inklusif menyisakan masalah yang klasik gesai prasarana dan sarana
yang kurang mengakomodasi penyandang disabilitdamdanengaksesnya.
Kecenderungan pihak-pihak yang terlibat dalam pékain inklusif ini untuk
mendahulukan terselenggarakannya kegiatan persehkolayang inklusif
dibandingkan kesiapan infrastruktur seperti prasaan sarana pendidikan yang
ramah bagi penyandang disabilitas tentunya cukupgheembat terselenggaranya
program pendidikan inklusif yang hasilnya memuask&enelitian yang
dilakukan peneliti sebelumnya di SDN Gegerkalongaty 2 Bandung pada
tahun 2011 menunjukkan fenomena ini dengan jelalswh ada kecenderungan
menomorduakan ketersediaan dan terpenuhinya stgmdaarana dan sarana
pendidikan di sekolah umum yang diubah menjadi lsékmklusif, seperti tidak
tersedianya ruang khusus pembinaan bagi penyartiaalyilitas (bina motorik,
bina persepsi bunyi dan irama, bina diri, bina kgeataupun ruang bina pribadi)
serta jumlah siswa yang melebihi kapasitas ruangan.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan beberajta lpang dipublikasi

oleh Kompas dan Bataviase yang mengambil tdjakajemen Sekolah Inklusif



Masih Membleserta Sekolah Inklusif Masih Minim FasilitasDikemukakan
bahwa peralatan pendidikan untuk siswa berkebutttarsus masih sangat
kurang, misalnya buku dengan huruf Braille dan gangang dilengkapiamp.

Padahal, seperti yang dikemukakan Ditjen PLB balue@lnya dalam
pendidikan inklusif diperlukan adanya fleksibilitdseativitas, dan sensivitas dari
lingkungan terhadap anak berkebutuhan khusus yaegyandang disabilitas
(Ditjen PLB:2007). Prasarana dan sarana pendidyiany setiap hari digunakan
dalam menunjang terselenggaranya kegiatan pendiddiasekolah tentunya
membutuhkan penyesuaian khusus. ldealisme dalareegosudah semestinya
menjadi idealisme dalam realisasi kons&joidi lain yang dilakukan oleh Amatzia
Weisel dan Orit Dror (2006) tentang pendidikan uski menemukan tingginya
peran budaya sekolalschool climatg dan self-efficacydari para guru dalam
merealisasikan pendidikan inklusif. Riset yang Idilnakan Israel ini
merumuskan aspek-aspek yang berkaitan desgaool climatedan berkorelasi
positif dengan pendidikan inklusif di antaranyaladadukungan kepemimpinan
(supportive leadersh)p kemandirian guru t¢acher's autonon)y kebanggaan
akan profesi gurupfestige of the teaching professjprenovasi fasilitas sekolah
untuk anak berkebutuhan khususenpvation$; kerjasama antar gurde@cher’s
collaboration); dan banyaknya beban kerjavdrkload. Hasil riset ini
menunjukkan bahwa amat penting ketersediaan dditdsutasilitas yang sering
disebut prasarana dan sarana pendidikan.

SMA Negeri 4 Bandung merupakan salah satu sekokengah tingkat

atascluster 1 dengan sertifikasi standar QMS 1SO 9001:2008g ysrmasuk



dalam daftar sekolah uji coba implementasi pendiikinklusif yang

diprogramkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Baeghkstahun 2005. SMA
Negeri 4 Bandung dan sebanyak 122 sekolah lainglgh imenjadi sekolah uji
coba inklusif semenjak surat yang diterbitkan DiRendidikan Provinsi Jawa
Barat mengeluarkan instruksi (Baihaqi:2009).

Disiplin ilmu arsitektur yang sifatnya menaungi ld&ipan dan
penghidupan tentunya mesti mampu berkontribusi d&ladglam keberlangsungan
kemajuan konsep pendidikan inklusif yang disebutBae Stubb dalam bukunya
Inclusive Educatiorsebagai pendidikan impian.

Dengan pertimbangan tersebut, maka peneliti tkrtantuk meneliti
sejauh mana SMA Negeri 4 Bandung mampu memenulamaa dan sarana
pendidikan dalam menyongsong program uji coba aékahklusif. Dengan
demikian, peneliti mengambil judulEValuasi Prasarana dan Sarana Pendidikan
SMA Negeri 4 Bandung Menuju Sekolah Inklustonsep pendidikan inklusif
yang menekankan pada kesetaraan dalam mengaksdiglikem tentunya juga
mesti dibarengi dengan konsep kesetaraan dalamaglasinprasarana dan sarana
belajar yang menjadi tempat menjalani pendidikanilalh sebab yang

melatarbelakangi peneliti hendak melakukan peaelitni.

1.2. Identifikasi Masalah
Menurut Nana Sujana (1999: 99) tentang identifikagsalah yaitu:

“identifikasi masalah menjelaskan aspek-aspek rahsalang biasa
muncul dari tema atau judul yang dipilih, maka tifédcasi masalah itu
merupakan pengungkapan dari berbagai masalah yamgtimbul untuk
diteliti lebih lanjut”



Merujuk dari definisi di atas, maka peneliti mendsau beberapa hal yang
mendasari penelitian ini, yakni:

1. Sekolah umum yang diubah menjadi sekolah inklusimiliki perbedaan-
perbedaan prasarana dan sarana pendidikan yang ddkuyak dengan
sekolah luar biasa yang biasanya menerima wargdasellengan disabilitas;

2. Adanya kecenderungan menomorduakan pemenuhan istarada@arana dan
sarana dalam menyelenggarakan pendidikan, utanpemghdikan inklusif;

3. Pendidikan Inklusif yang diujicobakan di SMA NegdriBandung sebagai
sistem alternatif pembelajaran di sekolah memerlukaasarana dan sarana
pendidikan sebagai media pembelajaran yang akomoelfitadap kebutuhan

warga sekolah yang beragam.

1.3. Pembatasan Masalah
Untuk menghasilkan kejelasan masalah yang akarditiditan tidak
terjadinya perluasan masalah suatu penelitian,updibatasi ruang lingkup
permasalahannya, karena rumusan permasalahan daeaigembangkan
pengertian yang luas serta menyangkut keterbatagaktu, tenaga, dan
kecakapan. Seperti yang dikemukakan Winarno Surad(t990:3) bahwa:
“‘pembatasan  masalah  diperlukan untuk memudahkan u ata
menyederhanakan masalah, untuk menetapkan terthilu sesuatu
yang diperlukan pemecahan dengan dibatasi olehakeadaktu, tenaga,

kecakapan. Selain itu juga menghindari terlalunyasnasalah yang akan
dibahas”



Masalah peneliti batasi dalam bahasan evaluasirgetehan standar
minimum prasarana dan sarana pendidikan SMA NedgeBandung dalam
menerapkan sistem sekolah inklusif, khususnya Hdagi jenis disabilitas fisik,

yakni penyandang disabilitas netra dan penyandeadpititas daksa.

1.4. Perumusan Masalah
Perumusan masalah adalah pokok permasalahan yamgdniati dalam
penelitian. Sebagaimana yang diungkapkan Arikub®98:43) bahwa:

‘rumusan masalah adalah dasar dalam membuat hgotismana di

dalamnya harus berisi implikasi adanya data unteknectahkan masalah,
masalah harus jelas dan padat dan biasanya diramui&lam bentuk
pertanyaan”

Maka masalah yang dapat dirumuskan peneliti dakamelgian ini yakni:
1. Bagaimana gambaran nyata/kondisi aktual prasaranaarana pendidikan
SMA Negeri 4 Bandung?
2. Apakah prasarana dan sarana pendidikan SMA Nedgandung memadai

untuk sekolah bersistem inklusif?

1.5. Penjelasan | stilah dalam Judul
John W. Ben (Faisal, 1992: 65) mengemukakan bahwa:

“istilah-istilah yang memungkinkan salah tafsir Ipeditegaskan batasan-
batasannya. Kerangka acuan penelitian di dalamlaiagang diteliti pada
dasarnya dapat dilihat/tercermin dari definisi-disfi yang diterapkan dan
digunakan”

Maka, peneliti berusaha menguraikan istilah yamdaeat dalam judul,

yakni sebagai berikut:



1. Evaluasi
Kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggnaluationyang berarti penilaian
atau penaksiran, sedangkan menurut pengertiaahistivaluasi merupakan
kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaaratseobjek dengan
menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkagadetolok ukur untuk
memperoleh kesimpulan.
Evaluasi dalam hal ini berarti suatu tindakan ataatu proses untuk
menentukan nilai dari sesuatu. Tujuan evaluasi idd@h adalah kegiatan
atau proses penentuan nilai pendidikan, sehinggatdiiketahui mutu atau
hasil-hasilnya. Dalam proses penilaian, dilakukaarbandingan antara
informasi-informasi yang telah berhasil dihimpumgean kriteria tertentu,
untuk kemudian diambil keputusan atau dirumuskabij&ean tertentu.
Kriteria atau tolok ukur yang dipegang tidak lamakah tujuan yang sudah
ditentukan terlebih dahulu sebelum kegiatan pekdidiitu dilaksanakan
(Wakhidin:2009).

2. Prasarana dan Sarana Pendidikan
Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperluké&uk umenjalankan fungsi
sekolah. Sebagai contoh bangunan sekolah besggka saangan yang ada di
dalamnya (kelas, jamban, laboratorium, taman,,ddlan menuju sekolah,
lapangan, dan sebagainya. Sedangkan sarana aedkhgiapan penunjang
pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Misalnygamkursi, alat-alat
pembelajaran, papan tulis, penghapus, dan sebagagraturan Menteri

Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 mengenaidstaprasarana dan
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sarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA; Peraturdtenteri
Pendidikan Nasional No. 33 Tahun 2008 mengenaidstaprasarana dan
sarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB

3. SMA Negeri 4 Bandung
SMA Negeri 4 Bandung adalah objek penelitian péngdng merupakan
sekolah menengah tingkat atatuster 1 dengan sertifikasi QMS I1SO
9001:2008 yang ditunjuk oleh Pemerintah ProvingialBarat sebagai salah
satu sekolah yang diujicobakan menerapkan sistkiusif sejak 2005.

4. Sekolah Inklusif
Sekolah inklusif adalah sekolah yang menerapkdarmsipendidikan inklusif,
yakni seperti yang Staub dan Peck (1995) nyatakaimva pendidikan
inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingksdan, sedang, dan
berat secara penuh di kelas reguler. Sementaré&&apon-Shevin (O’Neil,
1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagjaiem layanan
pendidikan yang mempersyaratkan agar semua an&kl@ean dilayani di

sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler berssam@a teman seusianya.

Dengan begitu dapat dipahami bahwa penelitiardimaksudkan untuk
mengadakan penilaian terhadap fasilitas dasar datengkapan penunjang
pendidikan di SMA Negeri 4 Bandung dalam meneraghsiem sekolah inklusif

yang dapat melayani semua anak tanpa memandangsikdand latar belakang.
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1.6. Tujuan Pendlitian
Arikunto (2002:51) menyebutkan bahwa:

“tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang m@rkkan adanya
sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitianaéles

Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui kondisi aktual SMA Negeri 4 Bandung mjiiti dari aspek
prasarana dan sarana pendidikan;
2. Menilai keterpenuhan standar minimum prasarana staana pendidikan
SMA Negeri 4 Bandung dalam mengakomodasi sistendigidgsan inklusif

yang akan dipakai.

1.7. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Organisasi penyelenggara SMA Negeri 4 Bandung as@nantiasa
mempersiapkan prasarana dan sarana pendidikan omenkinjang sistem
inklusif;

2. Sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan inkagdr juga senantiasa
membenahi prasarana dan sarana pendidikan yang meémenuhi standar
prasarana dan sarana pendidikan sekolah inkusif;

3. Pemerintah yang berkewajiban menyediakan layanamdigi€an untuk
semua agar lebih menyediakan kesempatan belajamantya persoalan
prasarana dan sarana pendidikan, bagi siswa yakghwtuhan khusus yang

menyandang disabilitas dengan lebih profesional.



